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 ABSTRACT 
Tax regulations have become increasingly complex in recent years. 
Therefore, this study aims to determine whether the tax complexity can 
reduce tax compliance. Furthermore, this study also intends to find out 
whether public literacy can play a role in maintaining compliance despite 
experiencing complex taxation aspects. This study uses secondary data in 
the form of complexity scores, tax effort, and literacy scores of various 
countries around the world. The sample of this study amounted to 52 
countries, which were obtained by the purposive sampling method. This 
research is a quantitative study using moderated regression analysis. This 
study found that tax complexity is proven to reduce tax compliance. 
However, literacy cannot weaken these negative effects. The results of this 
study imply that the government needs to consider the complexity of 
regulations and procedures for fulfilling tax obligations to increase tax 
revenues. 
 

 ABSTRAK 
Regulasi pajak semakin kompleks pada beberapa tahun terakhir. 
Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
kompleksitas pajak dapat mengurangi kepatuhan pajak. Selain itu, 
penelitian ini juga bermaksud untuk mencari tahu apakah literasi 
masyarakat dapat berperan untuk mempertahankan kepatuhan 
meskipun mengalami aspek perpajakan yang kompleks. Studi ini 
menggunakan data sekunder berupa skor kompleksitas, tax effort, 
serta skor literasi berbagai negara di dunia. Adapun sampel 
penelitian ini berjumlah 52 negara, yang diperoleh dengan metode 
purposive sampling. Penelitian ini adalah studi kuantitatif dengan 
menggunakan analisis regresi dengan pemoderasi. Penelitian ini 
menemukan bahwa kompleksitas pajak terbukti dapat mengurangi 
kepatuhan pajak. Namun demikian, literasi tidak dapat 
memperlemah efek negatif tersebut. Hasil penelitian ini berimplikasi 
bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kompleksitas regulasi 
maupun tata cara pemenuhan kewajiban perpajakan untuk dapat 
meningkatkan pendapatan pajak.  

   

1. PENDAHULUAN 
Perubahan peraturan pajak terus terjadi di 

berbagai negara. Hal tersebut tidak lepas dari 
adanya pengaruh organisasi dunia global yang 
berfungsi sebagai konsultan dan mengkritisi 
regulasi pajak di dunia seperti Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD) 
dan Base erosion and profit shifting (BEPS) 
(Hoppe, Schanz, et al., 2018). Perubahan yang 

terjadi mengakibatkan peraturan perpajakan 
bertambah kompleks. Hoppe et al. (2020) 
melakukan survey yang menghasilkan bahwa 
kompleksitas pajak meningkat pada 2 tahun 
terakhir di 59 negara dan regulasi yang paling 
kompleks di 70 negara adalah transfer pricing. 
Peningkatan kompleksitas pajak disebabkan 
oleh perubahan sistem perpajakan. Perubahan 
yang terjadi merupakan penyesuaian-
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penyesuaian dengan kondisi industri saat ini. 
Revolusi industri memberikan dorongan untuk 
mengembangkan teknologi dan juga 
mempengaruhi perubahan sistem pajak 
nasional maupun pajak internasional 
(Vishnevsky & Chekina, 2018). Perkembangan 
teknologi produksi tersebut saling 
berhubungan dengan perpajakan serta 
memiliki hubungan interdependen. 

Pajak yang semakin kompleks memiliki 
risiko yang dapat mengancam pendapatan 
pajak suatu negara.  Pajak yang kompleks 
dapat menyebabkan kebingungan pada wajib 
pajak serta timbul upaya untuk melakukan 
penghindaran pajak (Budak & James, 2018). 
Dampak kerugian dari penghindaran pajak di 
Uni Eropa diperkirakan sebesar 50 sampai 70 
miliar Euro (Dover et al., 2015). Kompleksitas 
yang tinggi dapat menyebabkan ketidakpastian 
mengenai peraturan perpajakan dan 
mengakibatkan pertumbuhan ekonomi 
terhambat (Collier et al., 2018).  

Kompleksitas pajak dapat berpengaruh 
terhadap berbagai aspek, salah satunya adalah 
pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang 
dilakukan oleh Hamid et al. (2018) membahas 
mengenai faktor yang mempengaruhi 
kepatuhan pajak pada UMKM di Malaysia 
yang menghasilkan bahwa kompleksitas pajak 
berpengaruh positif pada kepatuhan pajak. 
Penelitian lain menghasilkan hubungan negatif 
antara kompleksitas dan kepatuhan pajak pada 
lingkup yang berbeda. Kompleksitas pajak 
yang tinggi menyebabkan kepatuhan yang 
rendah pada petani tebu di Zimbabwe (Sebele-
mpofu & Chinoda, 2019) dan di Kamboja 
dengan menggunakan theory of planned 
behaviour (Taing & Chang, 2021). Berbeda 
dengan Alhempi et al. (2020) yang menemukan 
bahwa kompleksitas tidak mempengaruhi 
kepatuhan pajak pada wajib pajak orang 
pribadi untuk melaporkan pajak 
pendapatannya di Pekanbaru, Riau. 
Ketidakkonsistenan penelitian sebelumnya, 
menimbulkan dugaan bahwa ada variabel lain 
yang berperan dalam mempengaruhi 
hubungan antara kompleksitas pajak dan 
kepatuhan pajak.  

Regulasi pajak yang  terlalu kompleks 

membuat masyarakat sulit untuk informasi 
mengenai  peraturan perapajakan yang 
berlaku. Penelitian yang menghubungkan 
pajak dengan literasi sebagai kemampuan 
untuk menyerap informasi sudah pernah 
dilakukan. Martinez dan da Silva (2019) 
menguji bagaimana pemahaman masyarakat di 
Brazil pada peraturan pajak berdasarkan 
tingkat kesulitan peraturan pajak untuk 
dipahami atau readability. Berdasarkan uraian 
diatas maka penelitian ini akan secara khusus 
mengakomodasi peran tingkat literasi dalam 
kepatuhan pajak. Dengan demikian, penelitian 
ini akan menggunakan tingkat literasi sebagai 
variabel moderasi.  

Penelitian ini akan melihat pada level 
global sehingga mendapat pandangan secara 
luas tentang pengaruh antar variabel. Dengan 
demikian pertanyaan penelitian yang akan 
dijawab pada penelitian ini adalah apakah 
kompleksitas pajak mempengaruhi secara 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak? 
Apakah tingkat literasi pada suatu negara 
dapat memperlemah pengaruh kompleksitas 
pajak pada kepatuhan pajak? Tujuan Penelitian 
ini adalah untuk mengetahui apakah 
kompleksitas pajak berpengaruh kepada 
kepatuhan pajak dan melihat apakah tingkat 
literasi wajib pajak dapat memperlemah 
pengaruh kompleksitas pajak pada kepatuhan 
pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 
membantu pemerintah dalam menentukan 
desain regulasi pajak serta memanfaatkan 
potensi masyarakat dalam hal tingkat literasi 
untuk mengupayakan kepatuhan pajak. 
 

 
2. TELAAH TEORI DAN 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
2.1   TELAAH TEORI 
Kompleksitas Pajak 

Tran-Nam dan Evans (2014) mengartikan 
kompleksitas pajak sebagai kesulitan, waktu 
dan biaya dalam mengintrepretasi dan 
memenuhi regulasi pajak. Kompleksitas pajak 
dapat memberikan gambaran mengenai 
kesulitan dalam membaca, memahami, dan 
mematuhi peraturan pajak (Hoppe, Deborah, et 
al., 2018). Kompleksitas pajak disebabkan oleh 
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beberapa faktor. Pertama, perubahan regulasi 
pajak sering terjadi. Kedua, diperlukan adanya 
perhitungan yang cukup rumit untuk 
memenuhi kewajiban perpajakan. Ketiga, 
regulasi yang detail seperti terlalu banyak 
peraturan, pengecualian, dan keterkaitan 
dengan peraturan lain. Keempat, dokumentasi 
yang lengkap dan harus disiapkan serta di 
disimpan untuk memenuhi kewajiban 
perpajakan. Kelima, formulir pajak yang rumit 
dan panjang untuk diisi. Keenam, tidak 
komprehensifnya regulasi pajak sehingga 
menyebabkan regulasi tidak jelas dan tepat 
serta timbul keambiguan. Terakhir, regulasi 
pajak tidak dapat diprediksi akan dijalankan 
secara tepat oleh pemerintah (Hoppe, Schanz, et 
al., 2018).  

 
Kepatuhan pajak  

Kepatuhan pajak dapat didefinisikan 
sebagai proses dimana wajib pajak melaporkan 
pajak terutang dengan nominal yang sesuai dan 
membayar sesuai kewajiban pajak menurut 
regulasi pajak yang berlaku (Palil & Mustapha, 
2011). Melaporkan pajak tepat waktu dan 
akurat serta membayar pajak tepat waktu 
merupakan indikator kepatuhan pajak 
(Hallsworth, 2014). Kepatuhan pajak juga dapat 
dilihat dari perbedaan nominal pajak terutang 
dengan pajak yang terbayar secara aktual 
(Kamleitner et al., 2012). Mawejje dan Sebudde 
(2019) melihat kepatuhan pajak dari realisasi 
pendapatan pajak dan potensi pendapatan 
pajak. Semakin rendah perbedaan antara 
realisasi pendapatan pajak dan potensi 
pendapatan pajak maka dapat dikategorikan 
sebagai patuh. Perbedaan tingkat potensi 
pendapatan pajak dan tingkat realisasi 
pendapatan pajak diartikan oleh Mascagni et al. 
(2018) sebagai gap kepatuhan. 

Pendapatan pajak akan bertambah seiring 
dengan meningkatnya kepatuhan pajak. 
Semakin tinggi kepatuhan, risiko masyarakat 
untuk melakukan penghindaran pajak 
sehingga pendapatan pajak akan meningkat 
(Alm et al., 2019). Sebaliknya, jika kepatuhan 
pajak rendah pemerintah perlu mengeluarkan 
biaya untuk membuat kepatuhan pajak tinggi. 
Biaya yang diperlukan agar wajib pajak patuh 

pada regulasi pajak didefinisikan sebagai 
compliance cost (Lignier et al., 2012). 

 
Literasi 

Literasi merupakan kemampuan untuk 
menyerap  informasi pada masyarakat suatu 
negara. Literasi bisa didefinisikan sebagai 
kemampuan untuk menemukan informasi 
secara efektif, merangkai berbagai informasi 
secara efektif, berpikir kritis mengenai sumber 
informasi, sera menyimpulkan berbagai 
informasi menjadi satu pengetahuan dasar 
(Swapna & Biradar, 2017). Definisi lain untuk 
literasi menurut Montoya (2018) adalah 
kemampuan untuk mengidentifikasi, 
memahami, menginterpretasi, membuat, 
mengkomunikasikan, memperhitungkan, 
menggunakan materi tertulis yang 
diasosiasikan dengan bermacam-macam 
konteks  

Dalam penelitian ini, tingkat literasi 
digunakan untuk melihat seberapa mampu 
masyarakat dalam suatu negara dalam 
membaca dan memahami regulasi perpajakan. 
Jika masyarakat mampu membaca regulasi 
pajak dengan baik, maka mereka dapat 
memahami dan memenuhi syarat-syarat 
perpajakan yang berlaku (Martinez & da Silva, 
2019). Tingkat literasi yang tinggi menurut 
Mutascu dan Danuletiu (2013) dapat meredam 
niat wajib pajak untuk melakukan 
penghindaran pajak dan tetap patuh pada 
regulasi pajak.  Nichita et al. (2019) berpendapat 
bahwa semakin paham masyarakat terhadap 
regulasi pajak, maka kepatuhan pajak akan 
meningkat pula. Dampak akhirnya, 
pendapatan pajak dapat meningkat jika tingkat 
kepatuhan pajak tinggi. 
 
2.2  PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 
Hubungan kompleksitas pajak dan 
kepatuhan pajak 

Kompleksitas pajak yang tinggi dapat 
berdampak langsung pada kepatuhan pajak 
(Remali et al., 2020). Semakin kompleks suatu 
regulasi perpajakan, maka wajib pajak semakin 
sulit untuk memahami regulasi pajak. 
Kesulitan dalam memahami peraturan pajak 
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H1 

H2 

Variabel Kontrol 

tersebut memunculkan risiko bahwa ada 
kemungkinan bahwa wajib pajak sulit untuk 
memenuhi kewajiban perpajakannya (Palil & 
Rusyidi, 2013). Pemahaman mengenai regulasi 
pajak memiliki peran penting dalam 
meningkatkan kepatuhan pajak (Oladipupo & 
Obazee, 2016). Sehingga, wajib pajak sulit 
untuk patuh pada regulasi perpajakan jika 
kompleksitas regulasi perpajakannya tinggi. 

Semakin kompleks regulasi pajak pada 
suatu negara, dapat mengakibatkan kepatuhan 
pajak yang semakin rendah (Gambo et al., 2014; 
Martins & Taborda, 2017; Remali et al., 2020). Isa 
(2014) mengatakan bahwa pajak yang 
sederhana merupakan kunci keberhasilan 
dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pajak 
yang sederhana memiliki pengaruh kuat pada 
kepatuhan pajak (Dwenger et al., 2014). 
Regulasi pajak yang sederhana akan 
meminimalisir ketidakpatuhan wajib pajak 
(Neve & Imbert, 2019). Dengan uraian diatas, 
diduga regulasi pajak yang kompleks membuat 
wajib pajak sulit untuk patuh pada regulasi 
pajak. H1: Kompleksitas pajak berpengaruh 
negatif terhadap kepatuhan pajak. 

 
Tingkat literasi sebagai moderasi  

Pajak yang kompleks menuntut wajib 
pajak untuk lebih berusaha dalam memahami 
regulasi perpajakan. Untuk dapat memahami 
regulasi pajak, diperlukan kemampuan untuk 
menyerap informasi yang berkaitan dengan 
konteks pajak. Dengan adanya tingkat literasi 
yang tinggi, wajib pajak dapat lebih memahami 
regulasi perpajakan walaupun regulasi pajak 

tersebut kompleks. Wajib pajak yang paham, 
akan patuh pada regulasi pajak. Pemerintah 
perlu memperhatikan tingkat literasi sehingga 
kemampuan masyarakat untuk memahami 
informasi mengenai regulasi pajak meningkat 
dan dampak akhirnya adalah meningkatnya 
kepatuhan pajak. 

Tingkat Literasi memberikan pengaruh 
dalam tingkat pemahaman masyarakat 
terhadap regulasi pajak (Martinez & da Silva, 
2019). Tingkat literasi digunakan sebagai 
dorongan untuk meningkatkan kepatuhan 
pajak (Gerger et al., 2019; Nichita, 2015). Dengan 
tingkat literasi yang tinggi, wajib pajak akan 
tetap patuh pada regulasi perpajakan 
meskipun regulasi yang diterapkan kompleks. 
Tingkat literasi memberi efek moderasi 
sehingga memperlemah pengaruh 
kompleksitas peraturan pajak pada kepatuhan 
pajak. H2 : Tingkat literasi memperlemah 
pengaruh kompleksitas pajak terhadap 
kepatuhan pajak. 

 
Rerangka Penelitian 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

 
 

Tabel 1. Populasi dan Sampel 

Jumlah negara di dunia (WorldoMeter, 2018) 195 

Negara tidak terdaftar pada dataset (Hoppe, Deborah, et al., 2018; Mawejje & 
Sebudde, 2019; Roser & Ortiz-Ospina, 2018; World Justice Project, 2020) 

143 

Sampel 52 

 
 
 
 

Penegakan 

Hukum 

Tingkat 

Literasi 

Kompleksitas  

Pajak 

Kepatuhan  
Pajak 
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3. METODE PENELITIAN 

 
Populasi dan sampel 

Populasi yang akan dipakai dalam 
penelitian ini adalah seluruh negara di dunia. 
Negara di dunia yang ada dalam data 
Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) terdapat 195 
negara (WorldoMeter, 2018). Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling dengan negara yang terdapat 
pada data kepatuhan pajak (Mawejje & 
Sebudde, 2019), kompleksitas pajak (Hoppe, 
Deborah, et al., 2018), tingkat literasi (Roser & 
Ortiz-Ospina, 2018), rule of law index (World 
Justice Project, 2020). Data mengenai 
kepatuhan pajak yang disajikan oleh Mawejje 
dan Sebudde (2019) sebanyak 150 negara, lalu 
data mengenai indeks kompleksitas pajak 
sebanyak 109 negara (Hoppe, Deborah, et al., 
2018), dan data mengenai tingkat literasi 
sebanyak 156 negara (Roser & Ortiz-Ospina, 
2018). 

 
Sumber data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder yaitu tax effort untuk 
mengetahui kepatuhan pajak pada suatu 
negara yang diambil dari penelitian Mawejje 
dan Sebudde (2019).  Indeks kompleksitas pajak 
dilihat melalui survey yang dilakukan pada 
konsultan pajak di berbagai negara mengenai 
kompleksitas pajak pada perusahaan multi 
nasional pada tahun 2018 (Hoppe, Deborah, et 
al., 2018). Tingkat literasi diperoleh dari 
ourworldindata.org yang disusun oleh Roser dan 
Ortiz-Ospina (2018) berdasarkan data dari 
UNESCO. 

 
Variabel tak bebas 

Kepatuhan pajak merupakan variabel tak 
bebas dalam penelitian ini. Kepatuhan pajak 
tercermin dari tax effort yang merupakan 
tingkat pemenuhan potensi pendapatan pajak 
yang dapat diterima dibandingkan dengan 
pendapatan pajak aktual yang diterima 
(Mawejje & Sebudde, 2019). Terdapat selisih 
antara potensi dan aktual pendapatan pajak 
yang dapat mengindikasikan kepatuhan pajak 

pada suatu negara (Kamleitner et al., 2012). 
Data yang disusun oleh (Mawejje & Sebudde, 
2019) menggunakan Government Revenue 
Dataset (GRD) yang disusun oleh International 
Centre for Tax and Development (ICTD). GRD 
merupakan data yang dapat membandingkan 
pendapatan pajak antar negara. Data tersebut 
berisikan pendapatan pajak, potensi 
pendapatan pajak dan tax effort berbagai 
negara. Semakin tinggi persentase tax effort 
maka realisasi pendapatan pajak semakin 
mendekati potensi maksimalnya. Kecilnya gap 
antara realisasi dan potensi pendapatan pajak 
menandakan kepatuhan pajak yang tinggi. 
Sehingga penelitian ini menggunakan tax effort 
untuk mengukur kepatuhan pajak. 

 
Variabel Bebas 

Variabel bebas yang digunakan pada 
penelitian ini adalah kompleksitas pajak. 
Hoppe et al. (2020) melakukan survey pada 565 
konsultan pajak dari 109 negara. Survey 
tersebut menghasilkan data berupa indeks 
kompleksitas pajak mengenai regulasi pajak 
pada perusahaan multinasional. Indeks 
tersebut dibuat berdasarkan tax code complexity 
dan tax framework complexity.  Tax code 
complexity mendeskripsikan kesulitan dalam 
membaca, memahami, dan memenuhi regulasi 
pajak. Sementara tax framework complexity 
menjelaskan kompleksitas yang ada pada 
administrasi dan sistem perpajakan. Indeks 
kompleksitas pajak ini memiliki rentang dari 0 
sampai 1. Semakin tinggi angka suatu negara, 
maka semakin tinggi juga kompleksitas 
pajaknya. 

 
Variabel Moderasi 

Tingkat literasi digunakan sebagai  
variabel moderasi. Data berupa tingkat literasi 
yang diperoleh dari ourworldindata.org. (Roser 
& Ortiz-Ospina, 2018) mengumpulkan data 
dari UNESCO berupa persentase orang dewasa 
yang dapat memahami, membaca dan menulis 
pernyataan sederhana dalam kehidupan 
sehari-hari. Rentang waktu yang terdapat 
dalam data tersebut sejak tahun 1975 sampai 
2015. Data tingkat literasi  ini sebelumnya 
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sudah dipergunakan dalam penelitian terkait 
pajak oleh Whitmore (2020) yang mengukur 
kemampuan masyarakat memahami 
pengenaan pajak dalam produk yang 
dikonsumsi.  

 
Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Moderated Regression 
Analysis (MRA). MRA merupakan salah satu 
cara analisis untuk menguji interaksi dengan 
tambahan variabel moderasi. Menggunakan 
MRA, penelitian ini akan menguji hubungan 
antara kompleksitas pajak dengan kepatuhan 
pajak serta memperhitungkan tingkat literasi 
sebagai variabel moderasi. 

 
Tahapan analisis data 

Setelah proses pengumpulan data, akan 
dilakukan langkah statistik deskriptif berupa 
jumlah data, nilai minimal, nilai maximal, rata-
rata, dan standar deviasi. Setelah itu dilakukan 
pengujian asumsi klasik untuk memastikan 
model regresi yang dipakai valid untuk 
digunakan. Uji asumsi klasik yang akan 
dilakukan adalah uji normalitas, uji 
heteroskedastisitas, uji multikollinearitas . Uji 
normalitas digunakan untuk melihat apakah 
data yang dikumpulkan terdistribusi normal. 
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk 
menguji model regresi terjadi ketidaksamaan 
varians dari residual. Uji multikollinearitas 
dilakukan untuk membuktikan apakah dalam 
model regresi terdapat multikollinearitas. 
Model perumusa n regresi yang dirumuskan 
sebagai berikut: 

 
Model 1.  CPL = a + b1CPX + RLI + e  
Model 2.  CPL = a + b1CPX + b2LIT + b3 

CPX*LIT + RLI + e 
Keterangan: 
CPL  = Kepatuhan pajak 
CPX  = Kompleksitas pajak 
LIT  = Tingkat Literasi 
CPXLIT  = Variabel Moderasi 
a   = Konstanta 
b   = Koefisien 
e   = Kesalahan 
RLI  = Penegakan Hukum 

Kompleksitas pajak berpengaruh negatif 
pada kepatuhan pajak sesuai hipotesis 1(H1) 
diterima apabila dalam model 1 tingkat 
signifikansinya sudah masuk di dalam skala 
signifikan dan koefisien regresinya (b1) negatif. 
Hipotesis 2(H2) diterima apabila dalam model 
2 tingkat signifikansinya sudah masuk di 
dalam skala signifikan dan koefisien regresi b3 
pada model 2 lebih besar dari koefisien regresi 
b1 pada model 1.  
 
Variabel Kontrol 

Variabel kontrol merupakan variabel yang 
digunakan untuk mengkontrol hubungan 
kausal supaya mendapatkan model empiris 
yang lebih lengkap dan baik. Variabel kontrol 
ditambahkan agar pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel tak bebas tidak dipengaruhi 
oleh faktor luar yang tidak diteliti sehingga 
mengurangi kemungkinan adanya hasil 
perhitungan bias. Variabel kontrol yang 
ditambahkan dalam penelitian ini adalah 
demokrasi dan tarif pajak. 
 
Penegakan hukum 

Penelitian ini juga melihat seberapa baik 
penegakan hukum di suatu negara berdasarkan 
pada rule of law index (World Justice Project, 
2020). Terdapat 4 prinsip yang mendasari rule 
of law index yaitu akuntabilitas, just laws, 
pemerintahan yang terbuka, dapat diakses dan 
penyelesaian sengketa yang tidak memihak. 
Rule of law terdiri dari beberapa faktor yaitu 
pembatasan kekuasaan pemerintah, tingkat 
korupsi, pemerintahan yang terbuka, hak 
dasar, ketertiban dan keamanan, penegakan 
peraturan, keadilan sipil, dan peradilan pidana. 
Jika penegakan hukum disuatu negara baik, 
maka kepercayaan masyarakat pada pemerinta 
akan meningkat dan akhirnya dapat 
meningkatkan kepatuhan pajak (Mas’Ud et al., 
2019). 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis statistik deskriptif digunakan 
untuk memberi gambaran secara statistik 
mengenai variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini. Variabel dependan yang 
digunakan adalah kepatuhan pajak, variabel 
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independen yang digunakan adalah 
kompleksitas pajak dan variabel moderasi yang 
digunakan adalah tingkat literasi. 

 
 
 

 

Tabel 2. Statistik deskriptif 

 Rerata Min Maks Std. Dev. Median 

Kompleksitas Pajak 0,39 0,2 0,53 0,07 0,40 
Literasi 90,34 56,44 99,82 11,33 94,58 
Kepatuhan Pajak 0,43 0,20 0,83 0,11 0,43 
Penegakan Hukum 0,54 0,39 0,81 0,09 0,51 

Literasi memiliki rerata 90,34 yang dapat 
diartikan bahwa rata-rata 90,34% masyarakat 
berusia 15 tahun dan lebih pada negara-negara 
sampel dapat membaca dan menulis 
pernyataan sederhana. Skor rerata 
kompleksitas pajak menunjukan nilai 0,39 yang 
dapat diartikan  menurut skala dari (Hoppe et 
al., 2019) bahwa pada umumnya negara-negara 
didunia memiliki perpajakan dengan 
kompleksitas pajak yang sedang. Standar 
deviasi variabel kompeksitas pajak rendah 
sehingga variasi kompleksitas pajak antar 

negara tidak terlalu berbeda. Rerata kepatuhan 
pajak  bernilai 0,43, artinya negara-negara pada 
sampel memperoleh rata-rata 43% penghasilan 
pajak dari potensi pajak yang dapat diterima. 
Kepatuhan hukum pada negara-negara sampel 
menunjukan angka rerata 0,54 dari skor penuh 
1 sehingga dapat diartikan bahwa tingkat 
masyarakat patuh pada hukum yang berlaku 
sedang. Standar deviasi variabel penegakan 
hukum juga rendah sehingga tidak terdapat 
perbedaan signifikan antar negara-negara 
sampel.

 

Tabel 3. Uji Asumsi Klasik 

Asumsi Pengujian Simpulan 

Normalitas Komolgorov-Smirnoff 
Sign. Model 1 = 0,2 
Sign. Model 2 = 0,2 

Lolos asumsi 
normalitas 

Heteroskedastisitas Scaterplot 
titik-titik data menyebar di atas dan dibawah 
atau disekitar angka dan tidak berkumpul di 
atas atau bawah saja. 
Penyebaran titik-titik data yang ada pada 
gambar 2 dan 3 juga tidak membentuk suatu 
pola (Ghozali, 2016). 

Lolos asumsi 
Heteroskedastisitas 
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Multikolinearitas Tolerance model 1: 
CPX  = 0,99 
RLI  = 0,99 
VIF model 1= 
CPX  = 1,01 
RLI  = 1,01 
Tolerance model 2= 
CPX  =0,92 
RLI  =0,66 
LIT  =0,66 
VIF model 2= 
CPX  =1,06 
RLI  =1,52 
LIT  =1,52 

Lolos asumsi 
Multikolinearitas 

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik, 
model data yang digunakan dalam penelitian 
ini lulus uji normalitas, uji heteroskedastisitas, 
dan uji multikolinearitas. Model data tersebut 
dapat digunakan untuk pengujian regresi. 

Berdasarkan hasil analis regresi pada 
model 1 di Tabel 3, tampak bahwa 
kompleksitas pajak berpengaruh negatif 
terhadap kepatuhan (pada tingkat signifikansi 
10%). Adapun variabel kontrol dalam model 1 
yaitu penegakan hukum juga memiliki 
pengaruh signifikan. Nilai signifikansi dari 
variabel kompleksitas adalah 0,091 sehingga 
lolos dalam skala signifikansi 10%. Koefisien 
regresi yang dihasilkan adalah -0,156 (negatif) 
sehingga kompleksitas pajak berpengaruh 
negatif terhadap kepatuhan pajak. Penegakan 

hukum juga terbukti dapat menjadi variabel 
kontrol pada model penelitian ini. 

Berdasarkan hasil analis regresi pada 
model 2 di Tabel 3, tampak bahwa variabel 
kompleksitas pajak memiliki nilai signifikansi 
0,520 sehingga tidak berpengaruh signifikan. 
Nilai signifikansi dari variabel moderasi adalah 
0,286 sehingga tidak lolos dalam skala 
signifikansi 10%. Koefisien regresi yang 
dihasilkan adalah 0,579 (positif) dan lebih besar 
dari koefisien regresi pada model 1. Hasil uji 
regresi ini menunjukan bahwa literasi tidak 
dapat menjadi variabel pemoderasi dalam 
hubungan antara kompleksitas terhadap 
kepatuhan pajak. 

  

 

Tabel 4. Uji Hipotesis 

Variabel Adj. R2 Koefisien Beta Sign. 

Model 1 0,092   

CPX  -0,156 0,091** 

RLI  0,350 0,030* 

Model 2 0,076   
CPX  0,250 0,520 

LIT  -0,004 0,341 

CPX*LIT  0,579 0,286 

RLI  0,380 0,062** 

* Signifikan pada 5%; 
** signifikan pada 10% 
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Regulasi pajak yang kompleks dapat 
menyebabkan wajib pajak kurang patuh pada 
regulasi pajak. Hal tersebut terbukti dari uji 
regresi yang menghasilkan koefisien negatif 
dan masuk dalam skala signifikansi 10%. 
Dengan hasil tersebut, maka dapat 
disimpulkan hipotesis kompleksitas pajak 
berpengaruh negatif terhadap kepatuhan 
pajak diterima. Hasil ini selaras dengan 
beberapa penelitian terdahulu (Gambo et al., 
2014; Martins & Taborda, 2017; Remali et al., 
2020). Regulasi yang kompleks menjadikan 
wajib pajak pada suatu negara sulit paham. 
Menurut Saad (2014) Kurang pahamnya 
wajib pajak pada regulasi pajak dapat  
menyebabkan ketidakpatuhan pada regulasi 
pajak secara sengaja maupun tidak sengaja. 

Wajib pajak yang memiliki pemahaman 
yang rendah mengenai regulasi pajak 
cenderung tidak patuh dalam menyelesaikan 
kewajiban perpajakannya secara sengaja 
ataupun tidak sengaja. Pada beberapa negara, 
regulasi pajak menjadi lebih kompleks 
semenjak kewajiban perpajakan dilakukan 
sendiri oleh wajib pajak atau self assesstment 
system (Borrego et al., 2016). Wajib pajak 
sendiri yang harus melakukan sendiri 
prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. 
Dengan tuntutan kemandirian untuk 
melaporkan, tidak semua wajib pajak 
mengerti apa saja yang perlu dilakukan 
untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Hal 
tersebut mengakibatkan  munculnya 
pemahaman masing-masing dari wajib pajak, 
dan timbul ambiguitas mengenai 
pemahaman regulasi pajak. Ketidakpastian 
mengenai interpretasi regulasi pajak 
menyebabkan wajib pajak harus memberikan 
usaha lebih untuk memahami dan 
melakukan kewajiban perpajakan sesuai 
regulasi yang berlaku. Kemampuan wajib 
pajak dalam memahami dan memberikan 
effort untuk memenuhi kewajiban perpajakan 
juga berbeda-beda sehingga sulit agar semua 
wajib pajak patuh. 

Literasi tidak mampu dalam 
memoderasi pengaruh negatif dari 
kompleksitas pajak pada kepatuhan pajak. 
Berdasarkan uji regresi, variabel moderasi 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,286 
sehingga tidak signifikan walaupun koefisien 
regresinya lebih besar dari model 1 yaitu 
0,579. Dengan hasil tersebut maka hipotesis 
tingkat literasi memperlemah pengaruh 
kompleksitas pajak terhadap kepatuhan 
pajak ditolak. Proses memahami regulasi 
pajak yang kompleks tidak hanya 
membutuhkan kemampuan literasi, namun 
pengetahuan mengenai pajak juga 
diperlukan. Penelitian di Canada 
menghasilkan bahwa kemampuan literasi 
dan pengetahuan dasar mengenai pajak saja 
belum cukup untuk memahami dan 
melaksanakan regulasi pajak yang kompleks 
(Pham et al., 2021).  

Kompleksitas pajak memiliki 2 
komponen utama dalam penentuannya 
yaitu, tax code complexity dan tax framework 
complexity (Hoppe et al., 2018). Tax code 
complexity membahas mengenai detail 
regulasi pajak, ambiguitas dan interpretasi 
dari regulasi tersebut, perubahan, dan juga 
perhitungan dari pajak itu sendiri terkhusus 
pada regulasi pajak pendapatan badan. 
Beberapa detail tersebut merupakan sebagian 
kecil dari komponen tax code complexity 
seperti  kebijakan perpajakan yang berkaitan 
dengan dividen, investasi, dan juga 
manajemen pajak. Sedangkan tax framework 
complexity membahas bagaimana 
kompleksitas dalam mengisi SPT, tata cara, 
dan juga prosedur audit dalam perpajakan. 
Dengan berbagai komponen kompleksitas 
tersebut maka peran literasi hanya dapat 
mencakup sebagian kecil dalam memahami 
kompleksitas pajak seperti  detail dari 
regulasi pajak maupun komponen 
ambiguitas dan interpretasi.  

 
5. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil uji hipotesis maka 
dapat disimpulkan bahwa kompleksitas 
pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan 
pajak. Penelitian ini juga menemukan bahwa 
literasi tidak dapat memperlemah efek 
negatif kompleksitas pajak pada kepatuhan 
pajak.  

Penelitian ini mengambil sampel 
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sebanyak 52 negara dari total 192 negara 
menurut PBB, sehingga dengan kata lain hasil 
penelitian ini kurang representatif bagi 
seluruh negara di dunia. Pembaca perlu 
berhati-hati dalam menggeneralisasikan hasil 
penelitian ini dalam seting global. 
Kompleksitas pajak memiliki beberapa 
komponen seperti, kompleksitas peraturan 
pajak dan sitem pelaporan pajak serta 
berbagai komponen lagi di dalamnya. Peran 
literasi tidak mampu mengantisipasi semua 
komponen kompleksitas pajak tersebut.   

Penelitian ini secara teoritis memberikan 
temuan bahwa kompleksitas pajak 
berpengaruh negatif paja kepatuhan pajak, 
dimana didukung oleh penelitian 
sebelumnya oleh Gambo et al. (2014), Martins 
dan Taborda (2017), dan Remali et al. (2020). 
Pada penelitian ini ditambahkan literasi 
sebagai variabel moderasi yang ternyata 
tidak dapat memperlemah pengaruh negatif 
kompleksitas pajak terhadap kepatuhan 

pajak. Agar kepatuhan pajak meningkat dan 
pendapatan pajak bertambah, pemerintah 
perlu mempertimbangkan regulasi 
perpajakan yang berlaku seperti tata cara 
pelaporan dan pembayaran pajak. 
Memberikan sosialisasi secara berkala 
kepada wajib pajak mengenai regulasi yang 
berlaku dapat meningkatkan pemahaman 
wajib pajak sehingga risiko ketidakpahaman 
dapat berkurang. 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
lebih fokus meneliti kompleksitas pajak pada 
kawasan negara tertentu seperti contohnya 
asia tenggara dengan ruang lingkup lebih 
fokus lagi pada transfer pricing dikarenakan 
merupakan kebijakan paling kompleks 
(Hoppe et al., 2020). Dengan ruang lingkup 
yang lebih sempit, kualitas penelitian 
nantinya akan dapat mewakili populasi yang 
diteliti.  
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